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RUU Perlindungan PRT Wujud
Negara Hadir bagi Wong Cilik

Pokok-pokok RUU
Perlindungan Pekerja
Rumalih 'I'an.gga

n{ PRT . ebaga;

kerja, se
‘kerja.

Hal{,‘dah ke
sanksi bagi PRT dan
kerja. -

JAKARTA, KOMPAS — Pekerjaan
kerumahtanggaan sudah sa-
atnya diakui negara agar para
pekerja rumah tangga atau
PRT, yang mayoritas dari ke-
luarga miskin, merasakan ke-
hadiran negara melindungi
mereka. Sebagai penopang
keluarga produktif yang be-
kerja di berbagai sektor, PRT
berhak mendapatkan peérlin-
dungan dan pengakuan ne-
gara atas peran mereka dalam
perekonomian nasional.
Ketua Umum Kongres Wa-
nita Indonesia (Kowani) Gi-
wo Rubianto Wiyogo, di Ja-
karta, Semn A/11/2021), me-
1

Penghapusan PRT usl'a anak.

Penyelesalan konflik antara
PRT dan pemberi kerja
(musyawarah dan mgdlasi]. e

Hak bagi PRT untuk bergabung
datam serikat pekerja.

Mengatur ketentuan penyedia
jasa
penyalur
PRT.

an,. Kowani mendu-

kung pengesahan Rancangan -

Undang-Undang Perlindung-
an Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRD) sebagai bentuk
kehadiran negara bagi ma-
syarakat kecil sekaligus mem-
berikan kepastian bagi pem-
beri kerja. Ia berharap DPR
dan pemerintah _segera
menyelesaikan pembahasan
RUU tersebut.

Giwo mengatakan, tidak
ada yang perlu dikhawatirkan
dalam RUU PPRT. Ia meng-
ajak anggota DPR dan semua
pxhak lebih _]eiuLh mencer—
mati isi RUU PPRT schingga
bisa mengetahui manfaat
Jangka panjangnya.

»Jangan dilihat dari kepen-
tingan politik. Mari kita pikir-
kan negara hadir bagi wong
cilik. Mohon dipelajari agar
kita memiliki persepsi bersa-
ma soal keadilan sosial. Apa-
kah kita tidak mau menjadi
negara maju? Kalau menuju
negara maju. kita harus me-
miliki sumber daya manusia
berkualitas. RUU PPRT lang-
kah awal pembentukan SDM
berkualitas,” ujar Giwo.

Pengesahan RUU  PPRT
menjadi undang-undang se-
sungguhnya akan bermanfaat
besar tidak hanya bagi PRT,
tetapi juga bagi emberi
kerja. RUU tersebut tak

-sia.

Kasus Kekerasan gang Dialami PRT

= UARA
TAETERDENGIR.

hanya sebatas mengatur upah
layak, tetapi juga bentuk kon-
kret kehadiran negara mem-—
berikan jaminan sosial dan
perlindungan dari berbagai
kekerasan, pralktik kerja anak
dan perdagangan orang. Bagi
pcmben kerja, RUU PPRT
justru memberikan kepastian
dalam hubungan kerja profe-
sional dengan PRT. : 5

Semangat RUU PPRT
adalah memanusiakan manu-—
Itu yang paling penting.
Masak zaman sekarang kita
masih hidup dalam relasi
vang sifatnya gelap. Ini bukan
zaman perbudakan. Tapi, kita
juga harus arif dengan basis
sosiokultural yang ada, maka
RUU  ini ada Kklusterisasi,”
ujar Ketua Panitia Kerja RUU
PPRT sekaligus Wakil Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR
Willy Aditya. Senin.

Wujud klusterisasi tersebut
adalah bagi mereka yang di-
rekrut langsung, tanpa kon-
trak kerja, jam kerja, serikat,
dan mereka yang direkrut
melalui penyalur, bisa diatur
lebih rinci.

Dari, proses legislasi, nas-
kah atau draf RUU PPRT se-
benarnya telah diselesaikan
Baleg DPR pada Juli 2020.
Baleg sudah tiga kali mengi- -
Tim surat kepada pimpinan
DPR untuk meminta jadwal
paripurna.

Tinggal

paripurna saja
sebagai hak

inisiatif DPR.
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Sekarang November Berartl su-
dah hampir 15 tahun belum

diparipurnakan. Setlap ; rapat
Badan Musyawarah saya sam-
'pa.lka.l'i segera. paripurnakan,

tetapi belum juga masuk jadwal. -
Kami berharap segera dipari-

purnakan. Ini UU populis, pro-
rakyat karena berkaitan dengan
orang banyak,” kata Wllly

Cara pandang

Anggota K0m151 Antl—keke—'
j 'kapkan RUU PPRT

. rasan terhadap Perempuan

. (Komnas' Perempuan), There-

sia Iswarini, menegaskan, RUU
- PPRT merupakan jalan perlin-
dungan untuk memastikan hak-
hak PRT terpenuhi. Namun, de-
. ngan situasi dan dmanuka poli-
tik leglslas1 yvang masih diwar-
nai budaya patriarki dan blas :
Kelas, dia terus mendorong pe-

nguatan pengorganisasian dan

PRT, termasuk dalamm perlin-
dungan sosial agar dapat men-

_jadi alternatif. “Tantangan ter-

kait PRT adalah cara pandang -
pembuat kebljakan yvang.masih
menempatkan dirinya sebagai
sebagal o =

: ma_]lkan ketlmbang

'lempok rentan,”‘ ujar Rini.

‘dahkan diplomasi perlmduhgan

'asaSI rnanuSIa, : u'ar Wahyu

pembuat kebl_]akan yang me-

miliki -mandat mehndung_l ke—-"_

_ Pengesahan RUU PPR ‘un—
ik jangka panjang juga n

pekez:;a migran - Indonesia
(PMD d1 Iua,;‘ negeri karena 80
persen PMI bekerja sebagal
PRT. Mzgrant Care organlsasr;
non-pemerintah ‘yang  aktif
membela hak PMI, turut men-

:dukung RUU PPRT.

. Direktur Eksekutlf Mlgrant' .
Care Wahyu Susilo m ngung-
mengatur
soal penyiapan kualitas PRT
melalui  pelatihan vokasi agar.'_

‘kompetensi kerja mereka me-

ningkat. Selain ada kejelasan

~waktu kerja, PRT juga akan
- mendapatkan perlmdunga.n so—_ -

sial dari negara. - :
”Selama ini pemenntah me— |

.minta negara lain melindungi
- PMI, (tetapl) ketika di dalam

negeri sendiri Inalah belum ada
perhndungan terhadap PRT.
Memang ada hubmgan kultu—

1)
(SON/TAM/}IBS/KOR)
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